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PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Pertama-tama harus diakui dengan penuh syukur kepada Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia, dalam hal
pertumbuhan dan perkéfnbangan keberadaannya sebagai suatu bangsa
yang nyata, adalah bangsa yang sukses. Kini Indonesia adalah suatu
realita kebangsaan dengan ciri-ciri budaya dapat dikenali sebagai
khas Indonesia, dengan bahasa nasional yang juga khas Indonesia.
Kenyataan-kenyataan utama ini merupakan modal bagi pengembangan
dan pembangunan lebih lanjut, menuju cita-cita untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.!

Para pendiri bangsa ini (founding fathers) telah sejak awal merumuskan
arah kebijakan pendirian Republik Indonesia “untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”
oleh karenanya negara wajib menjalankan amanah preambule Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut untuk memenuhi
dan melindungi hak asasi warga negara.?

'Nurcholis Madjid, 2004, Indonesia Kita, Universitas Paramadina, Jakarta, Hlm. 1.

*Yenti Rosdianti, “Perlindungan Hak Atas Kesehatan Melalui Kebijakan
Pengendalian Tembakau”, Jurnal HAM ISSN 1693-6027, Volume VIII Tahun 2012,
hlm. 98.



